
 
 

BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR    20    TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 60 TAHUN 

2018 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mengatur batasan tertinggi uang tunai 

yang disimpan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu perlu menyesuaikan Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan 

Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 
 

    b.  bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan 
Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang; 
 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

 

2. Uridang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor '75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

 

SALINAN 



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 6573); 

 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik   

Indonesia  Tahun  201O  Nomor 1 10); 
 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5272) ; 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,   Tambahan   Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

13. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan dan Sarana PraSarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); 
 

 



15. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020 

tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan   Keuangan   Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 128) sebagaimna telah diubah                 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4    

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten         
Rembang Nomor 151); 

 

17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang    
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017    
Nomor 28); 

 
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 
62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang  
(Berita  Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 
55); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

REMBANG. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 
Nomor 55) diubah sebagai berikut : 

 

1. Di antara  Pasal  76 dan  Pasal  77 disisipkan  1  (satu) 
pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 



 

Pasal 76A 

 

(1) Dalam hal penggunaan dana Bendahara Pengeluaran / Bendahara 
Pengeluaran Pembantu SKPD dapat menyimpan uang tunai paling  

banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah}. 
 

(2) Uang tunai sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  harus  tersimpan 

dalam brankas masing-masing SKPD pada akhir hari keria. 
 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(4) Pertanggungjawaban atas saldo kas pada masing-masing Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dituangkan 
pada register penutupan kas yang dibuat tiap bulan. 

 

(5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran  melakukan 
pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan 
membuat berita acara pemeriksaan kas. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 
 Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 23 Juni 2021 

 
BUPATI REMBANG, 

 
           ttd 

 
 

ABDUL HAFIDZ 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 23 Juni 2021 

   
Pj. SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN REMBANG, 
 

             ttd 

 
  EDY SUPRIYANTA 

 
 

  
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 20 

 
              

 


